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ABSTRACT

The aim of this research is to determine the process of the role of the Village
Consultative Body's inherent supervision in improving the performance of the
village head in Upang Karya Village, Muara Telang District, Banyuasin Regency.
The research method used is a descriptive research method with a qualitative
approach. Descriptive research is a research method carried out with the main
aim of creating an objective picture of an activity. Researchers are intended to
measure a particular social phenomenon by developing concepts and collecting
data but not testing hypotheses (Singarimbun, 2008: 17).

Based on the research results, the role of attached supervision of the Village
Consultative Body in improving the performance of village heads in Upang Karya
Village, Muara Telang District, Banyuasin Regency has been implemented well.
This can be seen from the existence of attached supervision by the BPD, in terms
of planning, implementation and reporting of village government activities.
Firstly, BPD's inherent supervision has been proven to have an impact on good
discipline in terms of a sense of responsibility for planning, secondly, educating
with standards that have been set in activities, thirdly preventing weaknesses from
occurring, fourthly correcting errors of misuse to try to improve and shape the
knowledge, attitudes and behavior of the Village Head in terms of reporting, so
that voluntarily try to work cooperatively and improve the Village Head's work
performance in terms of quantity, quality and time.

Keywords: Inherent supervision, performance of the village head

PENDAHULUAN dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar

Sebagai Negara  Kesatuan, Tahun 1945 telah diterangkan bahwa
Republik Indonesia menganut asas pembagian daerah di  Indonesia
desentralisasi dalam menyelenggarakan berdasarkan atas daerah besar dan kecil
pemerintahan  dengan memberikan dengan bentuk dan pemerintahannya
kesempatan kepada daerah untuk ditetapkan oleh Undang-Undang.
menyelenggarakan otonomi daerah. Di



Kebijakan Otonomi Daerah yang
diharapkan adalah sebuah kebijakan
otonomi yang mendiri dengan harapan
dapat mewadahi dan memberikan
respon secara aktif terhadap kebutuhan,
kehendak dan aspirasi masyarakat.
Pengembangan dan  pembangunan
Otonomi Daerah tetap dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan diarahkan untuk memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada
Pemerintah Daerah yang langsung
berhubungan  dengan  masyarakat
dengan maksud untuk lebih
meningkatkan pelayanan dan
partisipasi aktif masyarakat terhadap
pelaksanaan pembangunan disegala
bidang khususnya yang ada di daerah.
Setelah  diberlakukannya  Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah pada tanggal 15
Oktober Tahun 2004, telah memberi
wewenang sebesar-besarnaya disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban
kepada daerah untukmengelola dan
mengatur sendiri  daerahnya dalam
sistem penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.Desa memiliki kewenangan
yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 72 Tahun 2005 mencakup :

1. Menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang sudah ada
berdasarkan hak asal-usul desa.

2. Menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota

yang diserahkan pengaturannya
kepada desa.

3. Menyelenggarakan tugas
pembantuan dari pemerintahan,
Pemerintah  Provinsi,  dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Serta urusan  pemerintahan
lainnya yang oleh peraturan
perundang-undangan
diserahkan kepada desa.

Pemerintah Desa sebagai ujung
tombak dalam sistem pemerintah
daerah  akan  berhubungan dan
bersentuhan langsung dengan
masyarakat. Karena itu, sistem dan
mekanisme penyelenggaraan
pemerintah daerah sangat didukung dan
ditentukan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
sebagai bagiandariPemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) adalah lembaga legislatif desa,
yang sama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). BPD merupakan suatu
lembaga pemerintahan desa yang
memiliki fungsi dan peran, dimana
fungsi dan peran tersebut memiliki
ketersinambungan dengan pemerintah
desa yaitu kepala desa dan lembaga-
lembaga lainnya. BPD sebagai lembaga
yang menjalankan fungsi pemerintahan
di desa, memiliki fungsi vyaitu
membahas dan menyepakati rancangan
peraturan desa bersama Kepala Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat desa, serta melakukan
pengawasan kinerja kepala desa dalam
menjalankan pemerintahan desa atau
dengan kata lain BPD juga dapat
dikatakan sebagai lembaga legislatif di
desa.

BPD merupakan lembaga di luar
organisasi pemerintahan desa namun
memiliki hubungan kemitraan dengan
pemerintahan desa yang bertujuan
untuk mendukung dan mengawasi
Kinerja kepala desa dan mengontrol
penyelenggaraan pemerintahan desa
oleh pemerintah desa. BPD memiliki
kewenangan untuk merancang dan
menyepakati peraturan desa bersama
dengan kepala desa. Dalam halini, BPD
Sebagai lembaga pengawasan memiliki
kewajiban untuk melakukan kontrol
terhadap implementasi peraturan desa
oleh kepala desa terutama mengenai



anggaran pendapatan dan belanja desa
(APBDes) serta jalanya pemerintahan
desa.

Kepala Desa merupakan
pemegang tunggal fungsi eksekutif
tertinggi di Desa yang memegang
peranan penting dalam menjalankan
urusan pemerintahan desa, dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai
lembaga legislasi dalam pemerintahan
Desa. Kinerja kepala desa menentukan
berhasilan atau tidaknya pemerintahan
desa. Bagaimana kinerja kepala desa
akan menetukan berhasil atau tidaknya
tujuan pelaksanaan otonomi desa, yaitu
meningkatkan pelayanan publik kepada
masyarakatdalam upaya mencapai
kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) mempunyai peranpenting dalam
pemberdayaanpemerintahanyaitumemb
erikanmasukankepadaPemerintah Desa
mengenaihal-hal yang
perluditetapkanuntukmenjadisuatu
program  demi  kemajuan  Desa,
berkoordinasidenganPemerintah Desa,
pembinaanmasyarakatuntukmendukung
masyarakatmengadakanpembinaanterh
adapjalannyaprogramkerja,
mengadakanevaluasiterhadapjalannya
program
kerjadenganmengadakanpengawasan
dan pengamanansecaralangsung.

Dalam
meningkatkankinerjapemerintah Desa
yaituKepala Desa banyakdipengaruhi
oleh berbagaihal, salah
satunyasepertifungsi dan peran Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Badan

Permusyawaratan Desa
memilikitugasbersamadengankepalades
auntukmerencanakan dan

menetapkankebijakandalammelaksanak
anpemerintahan dan
pembangunandesa. BPD juga
merupakanperwakilanmasyarakatdalam

halinidapatberpartisipasidalampengawa
sanpenyelenggaraanpembangunanserta
pemerintahandesa. Selain itu, BPD juga
berkewajibanuntukmemperlancarpelaks
anaantugaskepaladesa. Kepala Desa
dan BPD
perlumeningkatkanpelaksanaankoordin
asigunamewujudkankerjasama  yang
baikdalam proses pembangunan di
desa.

Berdasarkan ~ pada  Undang-
undangNomor 6 Tahun 2014 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
BPD memilikifungsisebagaiberikut,
yaitu :

1. Membahas dan
menyepakatiRancanganPeratura
n Desa bersamaKepala Desa.

2. Menampung dan
menyalurkanaspirasimasyarakat
Desa; dan

3. MelakukanpengawasankinerjakK
epala Desa.

Dalam Undang-UndangNomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61,

mengatakanbahwa Badan
Permusyawaratan Desa berhak :
1. Mengawasi dan

memintaketerangantentangpeny
elenggaraanpemerintahandesak
epadapemerintahdesa.

2. MenyatakanpendapatatasPenyel
enggaranPemerintahan  Desa,
Pelaksanaan Pembangunan
Desa,
Pembinaankemasyarakatan
Desa, dan
Pemberdayaanmasyarakat Desa.

3. Mendapatkanbiayaoperasionalp
elaksanaantugas dan
fungsinyadariAnggaranPendapa
tan dan Belanja Desa.

Berdasarkanhaltersebutdiataspera

nan pengawasan melekat Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
memilikiketerkaitandalam proses



peningkatankualitas
Desa

dalammenjalankanfungsifungsinyasehi
ngga proses pemerintahan Desa
dapatberjalandenganbaik.Fungsi-fungsi
BPD sepertipembahasan dan
penyepakatanrancanganperaturandesaa
kanmencerminkanbagaimanakinerjakKe

Kinerja Kepala

pala Desa untukmenentukantujuan
yang akandicapaipemerintah  Desa
denganmerancangperaturan-

peraturankebijakan yang
diperlukanmenunjangkeberhasilahtujua
n. Fungsimenampung dan

menyalurkanaspirasimasyarakatdalamp

enyelesaianmasalah-masalah yang
terjadidalammasyarakat, akan sangat
membantuKepala Desa

dalammeningkatkankinerjanya.
Dilihatdariaspirasimasyarakatatasmasal
ah-masalah yang terjadi, kinerjaKepala
Desa
akandiujidalammemecahkanakarperma
salahan yang terjadi di
dalammasyarakat,
memberikankebijakan-
kebijakanalternatifdalampenyelesaianm
asalah. Dan apabilaKepala Desa
berhasilmenyelesaikanpermasalahan-
permasalahantersebut,
kualitaskinerjakepaladesatersebutakan
sangat baikdimatamasyarakat.
MelakukanpengawasankinerjaKepala
Desa juga
merupakanfungsiBadanPermusyawarat
an Desa (BPD) yang
akanmembantuKepala Desa
dalammeningkatkankinerjanyakarenaad

anyapengawasandari BPD,
sehinggaproses  pemerintahan  yang
dipimpin oleh

pemerintahdesaakandapatberjalansesua
idenganalurnya,
tidakmelencengdariprosedur-
prosedurpemerintahan,
sehinggamencegahterjadinyapenyelewe

ngan oleh pemerintahdesayaituKepala
Desa.
Sesuaidengankeberadaan Badan

Permusyawaratan Desa
makapengawasandianggap sangat
pentingkarenadalam arti

pengawasanmanejerialdimanapelaksan

aan yang
dilakukansesuaidenganrencana.
Pengawasanmenjadi salah satufaktor
yang

berpengaruhdalampeningkatankualitask
inerjapemimpinpemerintahan Desa.
Dalam halini Badan Permusyawaratan
Desa
berperanmenjalankanfungsifungsinya,
untukmengontrolkinerjakepaladesadala
mmencapaitujuantujuantertentu.
Penyelenggaraanpemerintahande
saakantersusun dan
semakinterarahlebihbaikbahkanlebihma

juapabila berjalannya peranan
pengawasan melekat Badan
Pemusyawaratan Desa dalam

meningkatkan Kinerja kepala desa,
sehinggamasyarakatmerasaterwakilikep
entingannyauntukmencapaipemerintah
desa yang lebihbersihdariunsur-unsur
KKN.

Desa Upang Karyamerupakan
salah satudesa yang terletak pada
KecamatanMuara Telang,
KabupatenBanyuasinmenjaditempatpen
elitianpenulis, Dimana
penulismelihatbagaimanakondisikurang
nya Pengawasan yang dilakukan oleh
Badan Permusyawaran Desa (BPD),
yang berdampak pada kinerja kepala
desa yang rendah, sedangkan tantangan
persaingan  yang dihadapi oleh
organisasi-organisasi dimana kepala
desa memegang peranan yang sentral
yang paling mentukan, mengingat
begitu pentingnya pengawarasan yang
dapat meningkatkan KkinerjaKepala



Desa Upang KaryaKecamatan Muara
Telang Kabupaten Banyuasin.

Setiap anggota BPD sebagai
wakil rakyat di tingkat desa memiliki
basis legitimasi yang cukup kuat
dikarnakan ia dipilih dan oleh
penduduk desa yang memenuhi
persyaratan  berdasarkan  Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004
bertanggung jawab kepada masyarakat
melalui BPD serta memberikan laporan
mengenai pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati. Oleh karena itu, keberadaan
BPD secara normatif memadai
terbentuknya lembaga kontrol Kepala

Desa dengan menjalankan fungsi
cheeks and balance dalam
Pemerintahan Desa.

Masih belummaksimalBadan
Permusyawaratan Desa (BPD)

yangmerupakansaranabagikepaladesa
dan masyarakatgunamenampung dan
menyalurkanaspirasimasyarakatsertame
lakukanpengawasanterhadapkinerjakep
aladesa di Desa Upang
KaryaKecamatan Muara Telang
KabupatenBanyuasin.

Berdasarkan latar belakang yang
dikemukakan diatas, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Peranan Pengawasan
Melekat Badan Permusyawaratan
Desa Dalam Meningkatkan Kinerja
Kepala Desa Di Desa Upang Karya

Kecamatan Muara Telang
Kabupaten Banyuasin.”
LANDASAN TEORI

A. PengertianPeraturan Desa

(Otonomi Desa)
Penerapanasasdesentralisasidala
mpenyelenggaraanpemerintahan di
Indonesia
adalahmelaluipembentukandaerahotono
mi. Istilah otonomsendiriberasaldari
dua kata bahasayunani, yaituautos

(sendiri) nomos (peraturan) atau
‘undang-undang’.  Oleh  karenaitu,
otonomiberartiperaturansendiriatauund
ang-undangsendiri, yang
selanjutnyaberkembangmenjadipemeri
ntahansendiri.

Prof. Drs. Haw. Widjaja
(2009:76),
otonomidaerahadalahkewenangandaera
hotonomuntukmengatur dan

menguruskepentinganmasyarakatsetem
patmenurutprakarsasendiriberdasarkana
spirasimasyarakat,
sesuaidenganperaturanperundang-
undangan.

Menurut Prof. Drs. Haw. Widjaja
menyatakanbahwaotonomidesamerupa
kanotonomi yang asli, bulat dan
utuhsertabukanmerupakanpemberianda
ripemerintah.
Sebaliknyapemerintahberkewajibanme
nghormatiotonomi yang dimiliki oleh
desatersebut.
Sebagaikesatuanmasyarakathukum
yang
mempunyaisusunanasliberdasarkanhaki
stimewa,
desadapatmelakukanperbuatanhukumb
aikhukumpublikmaupunhukumperdata,
memilikikekayaan,
hartabendasertadapatdituntut dan
menuntutdimuka dan menuntut di
mukapengadilan.

MenurutUndang-
UndangOtonomi Desa No 32 Tahun

2004, otonomidaerahadalahhak,
wewenang dan
kewajibandaerahmengatur dan
menguruspemerintahan dan

kepentinganmasyarakatsetempatsesuaid
enganperaturanperundang-undangan.

Bagi desa, otonomi yang
dimilikiberbedadenganotonomi  yang
dimiliki oleh

daerahprovinsimaupundaerahkabupaten
dan daerahkota. Otonomi yang dimiliki



oleh  desaadalahberdasarkanasal-usul
dan adatistiadatnya,
bukanberdasarkanpenyerahanwewenan
gdaripemerintah.
Selanjutnyadisebutdesaadalahkesatuan
masyarakathukum yang
memilikikewenanganuntukmengatur
dan
menguruskepentinganmasyarakatsetem
patberdasarkanasal-usul dan
adatistiadatsetempat yang
diakuidalamsistempemerintahannasion
al dan berada di daerahkabupaten.
Landasanpemikiran yang
perludikembangkansaatiniadalahkeane

karagaman, pertisipasi, otonomiasli,
demokrasi dan
pemberdayaanmasyarakat.

Daerah

kabupatenataukotasesuaidenganketentu
anperaturanperundang-undangan.
Otonomidesamerupakanhak,
wewenang dan
kewajibanuntukmengatur dan
mengurussendiriurusanpemerintah dan
kepentinganmasyarkatberdasarkanhaka
sal-usul dan nilai-nilaisosialbudaya
yang ada pada masyarakatuntuktumbuh
dan
berkembangmengikutiperkembangande
satersebut.
Urusanpemerintahanberdasarkanasal-
usuldesa, urusan yang
menjadiwewenangpemerintahkabupate
nataukotadiserahkanpengaturannyakep
ada Desa. Namunharusselalu di
ingatbahwaharitanpakewajiban,
tiadakewenangantanpatanggungjawab
dan
tiadakebebasandalampenyelenggaraano
tonomidesaharustetapmenjunjungtinggi
nilai-nilaitanggungjawabterhadap
Negara KesatuanRepublik Indonesia
denganmenekankanbahwadesaadalahba
gian yang tidakterpisahkandaribangsa
dan negara indonesia. Pelaksanaanhak,

wewenang dan
kebebasanotonomidesamenuntuttanggu
ngjawabuntukmemeliharaintegritas,
persatuan dan
kesatuanbangsadalamkoridorperaturanp
erundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertianotonomidesa dan
desasebagaidaerahotonomdiatas,
dapatdisimpulkanbeberapahal,
sebagaiberikut:

1. Tujuan yang
hendakdalampemberianotonomike
padadaerahadalahmeningkatkanda

yaguna dan
hasilgunapenyelenggaraanpemerint
ahan,
dimanapelimpahankewenangan
oleh
pemerintahpusatkepadadaerahmen
gandungkonsekuensi yang
berupahak, wewenang dan

kewajibanbagirumahtangganyasen
dirisesuaidenganperaturanperunda
ng-undangan yang berlaku. Dalam
halinidaerahbenar-benardituntu
agar
sendiridalamartiandapatmemajuka
nkemampuannyasehinggasecaraber
angsur-
angsursemakinkecilketergantungan
nyakepadapemerintahpusat.

2. Dalam
penyerahanotonomikepadadaerah,
harusdilihatkemampuanriildaerahte
rsebutatau kata lain
setiappenambahanurusankepadada
erah
(pengembanganotonomidaerahseca
ra horizontal)
harusmampumemperhitungkansum
ber-
sumberpembiayaanataukemampua
n rill daerah.

3. Bahwadalammengatur dan
menyelenggarakanurusanrumahtan
ggadaerah, pada



prinsipnyadaerahharusmampumem
biayaisendirikebutuhannyadengan
mengandalkankemampuansendiriat
aumengurangiketergantungankepa
dapemerintahpusat.

4. Pada
dasarnyaotonomidaerahadalahurus
an-urusanpemerintahan yang
diserahkankepadadaerahuntukdisel
enggarakanmenjadiurusanrumahta
ngga.

Bahwa desentralisasi merupakan
suatu sistem pemerintahan dimana
urusan-urusan pemerintah pusat
diserahkan penyelenggaraannya kepada
satuan-satuan organisasi pemerintahan

di daerah-daerah yang
dosebutdengandaerahdesa.
B. PengawasanMelekat
Pengawasanmelekat (Waskat)
pada
hakikatnyamerupakanpelaksanaandarif
ungsi-
fungsimanejemenlainnya.Waskatmerup
akan  proses  pengawasan  yang
dilakukanlangsung oleh

pimpinanorganisasi (Lembaga). Oleh

karnaituwaskatmemilikisifat yang
sangat dominan dan sangat
menentukanmengingatkedudukanpimpi
nan yang

menentukanjumlahmekanismebirokrasi
organisasi.Pengertianwarkatitusendirise
benarnyatidakjauhbedadenganpengertia
npengawasansecaraumum,  walaupun
para

ahlimendefinisikanwaskatsecarakhusus

Victor M. Situmorang dan Jusuf
Juhir (2009
:72)mengemukakanpengertianwaskatse
bagai:Prosespemantauan, pemeriksaan,
evaluasi yang dilakukansecaraefektif
dan efisien oleh
pimpinanatauatasanorganisasikinerjater

hadapseluruhsumberkerjauntukmengeta
huiberbagaikekurangan dan
kelemahansupayadapatdiperbaikiataudi
usulkan oleh pimpinan yang berwenang
pada jejang yang lebihtinggi demi

mencapaitujuan  yang  sudah  di
rumuskansebelumnya.
MenurutSiagiandalam ~ Makmur

(2011:176), pengawasan melekatadalah
proses
pengamatandaripelaksanaanseluruhkegi
atanorganisasiuntukmenjamin agar
supayasemuapekerjaan yang
sedangdilakukanberjalansesuaidenganr
encana yang
telahditentukansebelumnya.

Adapun
pengertianpengawasanmenurutRobein

(Syafiie, 2011: 110)
adalahsebagaiberikut:
Pengawasanadalahsebagai proses

mengikutiperkembangankegiatanuntuk
menjaminjalannyapekerjaan,
dengandemikiandapatselesaisecarasem
purnasebagaimana yang
direncanakansebelumnya,
denganpengkoreksianbeberapapemikira
n yang salingberhubungan.
Menurut  Peters  dalam
(2001:173)
mengemukakanbahwauntukmelakukan
control/pengawasanpenyelenggaraanpe
merintahandapatdilakukanmenggunaka
n dua macammetode.
Pertamametodeorganisasi(organization
al methods). Kedua,
metodekontrolpolitik(political methods
of control). Metode organisasi pada

Widodo

dasarnyamenggunakan “popular  and
legal sanctions within the
organizational to gain compliance”
(sanksi dan hukum yang
dilakukandalamorganisasiuntukmendap
atkankepatuhan)

saranaataualatuntukmelaksanakanmeto
dekontrolorganisasionalantara lain



meliputipublisitas(publicity),disiplin
internal (internal
discipline),penekankelompok dan
publik(group and public presstires).
Dalam  haliniupayaataucara  yang
dilakukanuntukpengawasan  melekat
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalammeningkatkankualitaskinerjakepa
ladesa.

C. KINERJA

Terseleggaranya good
governance seperti dalam
pemerintahan desa merupakan

persyaratan bagi setiap pemerintahan
untuk mewujudkan apsirasi masyarakat
dan mencapaitujuansertacita-
citaberbangsa dan bernegara. Dalam
mewujudkancita-citaberbangsa dan
bernegaratersebut,

perananpemerintahdalampenyelenggraa
n negara harusdiselenggarakan. Upaya
mewujudkanperananpemerintahdalamp

enyelenggaraan negara
dapatdiselenggarakan.
penyelenggaraanpemerintahan ~ yang

baiktersebut,
diperlukansuatusistemmanajemenkinerj
a yang mampumengukurkinerja dan
keberhasilaninstansipemerintah,
dengandemikianakanterciptalegitimasi
dan
dukunganpublikterhadappenyelenggara
anpemerintahan.
Tanpadenganadanyakinerjasektorpubli
Kk (pemerintah) yang
baikniscayaakandapatmenumbuhkanke
percayaanmasyarakatterhadappenyelen
ggaraanpemerintahan,  yang  pada
gilirannya juga
akanmenghambatterwujudnyapemerint
ahan yang baik(good governance).
Kinerja (prestasikerja)
adalahhasilkerjasecarakualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh
seorangkepaladesadalammelaksana

kantugasnyasesuaidengantanggung
jawab yang diberikankepadanya.
Kinerja adalah proses
kerjadarikepaladesauntukmencapai
hasil-hasiltertentu.

Kinerja
adalahgambaranmengenaitingkatpe
ncapaianpelaksanaansuatukegiatan
/program/
kebijakandalammewujudkansasara
n, tujuan, misi, dan visiorganisasi
yang tertuangdalamstrategic
planningsuatuorganisasi (Mahsun,
2006:25).

Mangkunegara (2001:67)
menjelaskanbahwapengukurankine
rjadapatdilakukanmelalui:

4. Ketepatanwaktudalammenyeles
aikantugasyaitukesanggupanme
nyelesaikanpekerjaantepatwakt
u.

5. Penyelesaianpekerjaanmelebihi
target
yaituapabilamenyelesaikanpeke
rjaanmelebihi  target  yang
ditentukan oleh organisasi.

6. Pekerjatanpakesalahanyaitutida
kmelakukankesalahanterhadapp
ekerjaan.

Dharma (2004:142)
menjelaskanbahwastandardalampe
nilaiankinerjamencakup :

7. Kuantitas atau jumlah yang
harusdiselesaikan

8. Kualitas atau mutu yang
dihasilkan

Q. Ketetapanwaktukerjasesuaitidak
nyadenganwaktu yang

direncanakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian deskriptif adalah metode
penelitian yang dilakukan dengan



tujuan utama untuk membuat gambaran
tentang sesuatu  kegiatan  secara
objektif. Peneliti yang dimaksudkan
untuk mengukur suatu fenomena sosial
tertentu  dengan  mengembangkan
konsep dan menghimpun data tetapi
tidak melakukan pengujian hipotesa
(Singarimbun, 2008 : 17).

Selanjutnya, menurut Kirk dan
Miller
PenelitianKualitatifadalahtradisitertent
udalamilmupengetahuansosial yang
secara fundamental bergantung pada
pengamatanterhadapmanusiadalamkaw

asannyasendiri dan
berhubungandengan orang —orang
tersebutdalambahasanya dan
dalamperistilahannya (Moleong

2007:4).

Sedangkanmetodepenelitiandeskrif
itifanalisismerupakanmetodepenelitian
dengancaramengumpulkan  data-data
sesuaidengan yang
sebenarnyakemudian data-data
tersebutdisusun, diolah dan
dianalisisuntukdapatmemberikangamba
ranmengenaimasalah yang ada
(Sugiyono, 2008 : 105).
Penelitiandiskriptifkualitatifbertujuanu
ntukmemperolehinformasi-
informasikeadaansaatini dan
kaitannyadengan variable yang
menyebabkansuatugejalaataukenyataan
sosial.

PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan
pembahasan peneliti beserta simpulan
permasalahan penelitian, permasalahan
yang
dihadapipenelitiadalahmengenaiPerana
n  Pengawasan Melekat Badan
Permusyawaratan Desa Dalam
Meningkatkan Kinerja Kepala Desa
Pada Desa Upang Karya Kecamatan
Muara Telang Kabupaten Banyuasin

Peranan Pengawasan Melekat
Badan Permusyawaratan DesaUndang-
undang No. 6 tahun 2014 Pasal 41
yaituPerencanaankegiatanPemerintah
Desa.Pelaksanaankegiatan dan
PelaporanpenyelenggaraanPemerintaha
n Desa. Berdasarkan Kinerja Kepala
Desa menurutDharma, 2004:142. yang
menjaditolakukur Kinerja Kepala Desa
di Kantor Kepala Desa Pada Desa
Upang Karya Kecamatan Muara
Telang Kabupaten Banyuasin.
Dibahassebagaiberikut :

1. Peranan PengawasanMelekat

BPD

PerananPengawasanMelekat
BPDadalahperananpengawasanmerupa
kansuatuupayauntukmemastikanaktivit
as yang dilakukan oleh
seluruhbagianorganisasiberjalansesuaid
engantujuan yang
telahditetapkan.Berikutinimerupakanha
sildariwawancaramengenaiPerananPen
gawasanPimpinan Di Dinas Pendidikan
Kota Palembang yang
akandibahasdalambeberapaindikatorseb
agaiberikut :

a. PerencanaankegiatanPemerin
tah Desa
PerencanaankegiatanPemerinta

h Desaadalahsuatukonsepkegiatan yang
terkoordinasiuntukmencapaitujuanterte
ntudalamkurunwaktutertentu.
Denganbegitu, di
dalamperencanaanakanterdapataktivitas
pengujianbeberapaarahpencapaian,
mengkajiketidakpastian,
mengukurkapasitas,
menentukanarahpencapaian,
sertamenentukanlangkahuntukmencapa
inyakegiatanPemerintah Desa.

Peran pengawasanmelekat BPD
dalamhalperencanaanKepala Desa
Upang KaryadenganadanyaMengawasi
dan
memintaketerangantentangpenyelengga



raanpemerintahandesakepadapemerinta
hdesa.MenyatakanpendapatatasPenyele
nggaranPemerintahan Desa,
Pelaksanaan ~ Pembangunan  Desa,
Pembinaankemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaanmasyarakat Desa.

Peran pengawasanmelekat BPD
dalamhalperencanaan. BPD mengawasi
dan
memintaketerangantentangpenyelengga
raanpemerintahandesakepadapemerinta
hdesa.MenyatakanpendapatatasPenyele
nggaranPemerintahan Desa,
Pelaksanaan ~ Pembangunan  Desa,
Pembinaankemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaanmasyarakat Desa
kepadaKepala Desa.

Pengawasanterhadapperencanaa
n proses
pengamatandaripelaksanaanseluruhkegi
atanorganisasiuntukmenjamin agar
supayasemuapekerjaan yang
sedangdilakukanberjalansesuaidenganr
encana yang
telahditentukansebelumnyasudahdilaku
kandenganbaik.

PengawasanMelekat BPD
terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam
halperencanaansudahdilakukan ~ BPD
yang mengawasi dan
memintaketerangantentangpenyelengga
raanpemerintahandesakepadapemerinta
hdesa.PerencanaaninisudahdilakukanK
epala Desa
dalammerencanakanpembangunan.

Berdasarkanhasildiatasdapatdib
ahasbahwaperananpengawasanmelekat
BPD dalamhalperencanaanKepala Desa
Upang KaryadenganadanyaMengawasi
dan
memintaketerangantentangpenyelengga
raanpemerintahandesakepadapemerinta
hdesa.MenyatakanpendapatatasPenyele
nggaranPemerintahan Desa,
Pelaksanaan ~ Pembangunan  Desa,
Pembinaankemasyarakatan Desa, dan

Pemberdayaanmasyarakat Desa
sudahsistematisdenganbaik yang
dilakukan  oleh Kepala Desa

dalamhalperencanaansesuaiUndang-
undang No. 6 tahun 2014 Pasal 41.

b. PelaksanaankegiatanPemerin
tah Desa
PelaksanaankegiatanPemerintah

Desaadalahsuatukegiatan yang
terkoordinasiuntukmencapaitujuanterte
ntudalamkurunwaktutertentu.
Denganbegitu, di
dalamperencanaanakanterdapataktivitas
pengujianbeberapaarahpencapaian,
mengkajiketidakpastian,
mengukurkapasitas,
menentukanarahpencapaian,
sertamenentukanlangkahuntukmencapa
inyakegiatanPemerintah Desa.

Peran pengawasanmelekat BPD
dalamhalpelaksanaankegiatanKepala
Desa Upang
KaryadenganadanyaMengawasi  dan
memintaketerangantentangpenyelengga
raankegiatanpemerintahandesakepadap
emerintahdesa. Menyatakanpendapatata
sPenyelenggaranPemerintahan  Desa,
Pelaksanaan ~ Pembangunan  Desa,
Pembinaankemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaanmasyarakat Desa
belumsepenuhnyadilakukan BPD.

Peran pengawasanmelekat BPD
dalamhalpelaksanaankegiatan. BPD
mengawasi dan
memintaketerangantentangpenyelengga
raankegiatanpemerintahandesakepadap
emerintahdesa.Menyatakanpendapatata
sPenyelenggaranPemerintahan  Desa,
Pelaksanaan ~ Pembangunan  Desa,
Pembinaankemasyarakatan Desa, dan

Pemberdayaanmasyarakat Desa
kepadaKepala Desa
namunkadanganggota BPD

tidakrutindalammengawasikegiatanters
ebutdilapangan.



Pengawasanterhadappelaksanaa
nkegiatan, proses
pengamatandaripelaksanaanseluruhkegi
atanorganisasiuntukmenjamin agar
supayasemuapekerjaan yang
sedangdilakukanbelumberjalansesuaide
nganrencana yang
telahditentukansebelumnya.

PengawasanMelekat BPD
terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam
halpelaksanaankegiatansudahdilakukan
BPD yang mengawasi dan
memintaketerangantentangpenyelengga
raanpemerintahandesakepadapemerinta
hdesanamuntidakrutin.Pelaksanaaninis
udahdilakukanKepala Desa
dalammerencanakanpembangunannam
un BPD
kadangtidakmengawasikegiatantersebut

Perananpengawasanmelekat
BPD dalamhalpelaksanaanKepala Desa
Upang KaryadenganadanyaMengawasi
dan
memintaketerangantentangpenyelengga
raanpemerintahandesakepadapemerinta
hdesa.MenyatakanpendapatatasPenyele
nggaranPemerintahan Desa,
Pelaksanaan ~ Pembangunan  Desa,
Pembinaankemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaanmasyarakat Desa
belumdijalankandengan
optimalmenurutUndang-undang No. 6
tahun 2014 Pasal4l yangdilakukan
oleh BPD  kepadaKepala Desa
dalamhalpelaksanaankegiatan.
c. PelaporankegiatanPemerintah

Desa

PelaporankegiatanPemerintah
Desaadalahsuatulaporankegiatan yang
terkoordinasiuntukmencapaitujuanterte
ntudalamkurunwaktutertentu.
Denganbegitu, di dalamperencanaan,
pelaksanaankegiatanakanterdapataktivit
aspengujianbeberapaarahpencapaian,
mengkajiketidakpastian,

mengukurkapasitas,
menentukanarahpencapaian,
sertamenentukanlangkahuntukmencapa
inyakegiatanPemerintah Desa
dalamsaturangkumanpelaporan.

Peran pengawasanmelekat BPD
dalamhalpelaporankegiatanKepala
Desa Upang
KaryadenganadanyaMengawasi  dan
memintaketerangantentangpenyelengga
raankegiatanpemerintahandesakepadap
emerintahdesa.Menyatakanpendapatata
sPenyelenggaranPemerintahan  Desa,
Pelaksanaan ~ Pembangunan  Desa,
Pembinaankemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaanmasyarakat Desa
sudahterlaporkan oleh BPD.

Peran pengawasanmelekat BPD
dalamhalpelaporankegiatan. BPD
mengawasi dan
memintaketerangantentangpenyelengga
raankegiatanpemerintahandesakepadap
emerintahdesa.Menyatakanpendapatata
sPenyelenggaranPemerintahan  Desa,
Pelaksanaan ~ Pembangunan  Desa,
Pembinaankemasyarakatan Desa, dan

Pemberdayaanmasyarakat Desa
kepadaKepala Desa
sudahdilaporkananggota BPD
perencanaan,

pelaksanaankegiatantersebutdilapangan

Pengawasanterhadappelaporank
egiatan, proses
pengamatandaripelaksanaanseluruhkegi
atanorganisasiuntukmenjamin agar
supayasemuapekerjaan yang
sedangdilakukanberjalansesuaidenganr
encana yang
telahditentukansebelumnya.

PengawasanMelekat BPD
terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam
halpelaporankegiatansudahdilakukan
BPD yang mengawasi dan
memintaketerangantentangpenyelengga
raanpemerintahandesakepadapemerinta



hdesanamuntidakrutin.Pelaporaninisud
ahdilakukanKepala Desa
dalammerencanakanpembangunan,

BPD juga sudahmenerima dan
melaporkankegiatankepihakKecamatan

Berdasarkanhasildiatasdapatdisi
mpulkanbahwaperananpengawasanmel
ekat BPD dalamhalpelaporanKepala
Desa Upang
KaryadenganadanyaMengawasi  dan
memintaketerangantentangpenyelengga
raanpemerintahandesakepadapemerinta
hdesa.MenyatakanpendapatatasPenyele
nggaranPemerintahan Desa,
Pelaksanaan ~ Pembangunan  Desa,
Pembinaankemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaanmasyarakat Desa
sudahdijalankandengan
optimalmenurutUndang-undang No. 6
tahun 2014 Pasal4l yangdilakukan

oleh BPD  kepadaKepala Desa
dalamhalpelaporankegiatan.
2. Kinerja Kepala Desa

Kinerja Kepala Desa
secaraobjektif dan

akuratdapatdievaluasimelaluitolakukurt
ingkatkinerja.
Pengukurantersebutmemberikesempata
nbagi para
pegawaiuntukmengetahuitingkatkinerja
mereka.
Berikutinimerupakanhasildariwawanca
ramengenai  Kinerja Kepala Desa
Upang Karyayang
akandipaparkandalambeberapaindikato
rsebagaiberikut :

a. Kuantitas

Kuantitasmenurut
2004:142
adalahukuranjumlahataubanyaknyahasi
Ikerja yang dicapai.

Kepala Desa
diperolehinformasibahwaMemberikanh
asilkerja yang
cukupbaikdalamjumlahbanyak. Hal

Dharma,

tersebutdibuktikandalam proses
pengerjaantugas para
pegawaimengumpulkantugastersebutte
patwaktu,

karenapegawaiakanmengerjakannyasia
ng dan malamketikawaktupenyelesaian

yang diberikanituagakmepet.
Namunsesekaliadapekerjaan yang
agakterlambat dalam

waktupenyelesaiannya.
Dalammenyelesaikanpekerjaan
Kepala
Desamasihharusberusahalebihgiatlagiu
ntukmemberikanhasilpekerjaan  yang
sesuaidengan target dan tujuan yang
sudahditetapkan. Karena
terkadangmasihadapekerjaan yang
tertundadalamwaktupenyelesaiannya.
Berdasarkanhasildiatasdapatdisi

mpulkanbahwakuantitasKepala  Desa
dalamkinerjasudahcukupbaik,
terbuktidalam proses

penyelesaianpekerjaanpegawaiselalube
rusahamenyelesaikanpekerjaandengant
epatwaktu, haltersebut juga
berpengaruhhasilkerja para pegawai.

b.Kualitas

Kualitasmenurut Dharma,
2004:142
adalahukuranmutusetiaphasilkerja yang
dicapai oleh

seseorangpimpinanataupegawaidalamm
elaksanakantugasnya.
KualitaskerjaKepala
Desabisadikatakancukupbaik,
dalamhalkemampuan para pegawai
yang dipimpinKepala Desa Upang
Karyatelahmemilikikemampuan yang
baik.Dilihatdaritingkatketelitian ~ para
pegawaitergantungdari masing-masing
individu, ada yang sangat teliti dan ada
yang kurangteliti. Jika
dipersentasikandenganangkamaka 70
berbanding
30.Namundalamtingkatkedisiplinan



dan
ketepatanwaktudalampenyelesaianpeke
rjaan para
pegawaimasihperluditingkatkankembal
i.Karena kualitaskerja yang
baiktidakhanyaberdasarkankemampuan
sajamelainkan juga
kedisiplinanpegawai juga
menjaditolakukurkualitaskerjamereka,
yang
dicontohkandariseorangpemimpin.

Kemampuan
dimilikiKepala
Desatelahmemadaiuntukdapatditerapka
ndilingkungankerja Para
pegawai.Berdasarkanhasildiatasdapatdi
simpulkanbahwakualitaskerjaKepala
Desa sudahbaik,
namunmasihperluditingkatkanlagi,
terutamadalamhalkedisiplinan,
kedisiplinan sangat berpengaruh pada
proses pekerjaan,
sehinggamempengaruhikualitaskerja
para
pegawaisertamenjaditolakukurpenilaian
Kinerja para pegawai yang
dicontohkandariseorangpemimpin.
c. Waktu

Waktumenurut Dharma,
2004:142 adalahukuran lama proses
setiaphasilkerja yang dicapai oleh
seseorangpimpinanataupegawaidalams
etiapharinya.

Setiappekerjaantelahmemilikike
tetapanwaktuuntukdapatdiselesaikan.D
alam pengerjaantugas yang diberikan,

yang

proses pengumpulantugas yang
dikerjakanKepala Desa dan
pegawaisudahtepatwaktu, karena

pegawai
akanmengerjakantugastersebutsiang
dan  malamketikawaktupenyelesaian
yang diberikandalam waktu yang
sedikitdariKepala Desa.

Dalam pengerjaantugas yang
diberikan, proses pengumpulantugas

dan
karena

yang dikerjakanKepala Desa
pegawaisudahtepatwaktu,
pegawai

melayanimasyarakatmengerjakantugast

ersebutsiang dan
malamketikawaktupenyelesaian  yang
diberikandalam waktu yang
sedikitdariKepala Desa

masyarakatdilayanidenganbaik.
Berdasarkanhasiltersebutdiatasdapatdis
impulkanbahwaKepala Desa Upang
Karyasudahmengaturwaktudenganbaik
dalammenjalankantugasmerekakarenas
etiappekerjaanmemilikiketetapanwaktu
yang telahditentukansebelumnya.

SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkanhasilpenelitian dan
pembahasan,
makapenulisdapatmengambilkesimpula
nbahwa:Peranan Pengawasan Melekat
Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Di
Desa Upang Karya Kecamatan Muara
Telang Kabupaten
Banyuasinsudahterlaksanadenganbaikh
alinidapatdilihatdariadanyapengawasan
melekat BPD, dalamhalperencanaan,
pelaksanaan,
pelaporankegiatanpemerintahdesa.

Pertamapengawasanmelekat BPD
terbuktiberdampak pada
baiknyakedisiplinandalamhal rasa
tanggungjawabperencanaan,

keduamendidikdenganstandar yang

telahditetapkandalamkegiatan,
ketigamencegahterjadinyakelemahan,
keempatmemperbaikikesalahanpenyele
wenganuntukberusahamemperbaiki dan
membentukpengetahuan, sikap dan
perilakuKepala Desa
dalamhalpelaporan,sehinggasecarasuka
relaberusahabekerjasecarakooperatifser
tameningkatkanprestasikerjaKepala



Desa dalamhalkuantitas, kualitas dan
waktu.

Kinerja Kepala Desa
dalampengawasan Badan
PermusyawaratanDesa

UpangKaryaKecamatan Muara Telang
dalamhalkerjaKepala Desa
sudahberjalansecarakooperatifsertamen
ingkatkanprestasikerja,
denganmeningkatkankuantitas, kualitas
dan waktusesuaidengankonsepkinerja
B. Saran
Berdasarkansimpulandiatas,ma
ka saran penulisadalah
Hendaknyapengawasanmelekatyang
dilakukan setiap kegiatan yang ada di
desa oleh BPD
maksimalsebaiknyaKepala Desa
harusmampuberperanhalkedisiplinan,
kedisiplinan sangat berpengaruh pada
proses pekerjaan,
sehinggamempengaruhikualitaskerja
para
pegawaisertamenjaditolakukurpenilaian
Kinerja para pegawai yang
dicontohkandariseorangpemimpin.
Dan untukKerjaKepala Desa yang
maksimalmenghasilkankinerja  yang
baikperlupeningkatanpengawasan BPD
dalamhalperencanaan, pelaksanaan,

pelaporankegiatanPemerintah Desa

Upang KaryaKecamatan Muara

Telang.
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